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Abstract

Harmonization of law is an important part of Indonesian law. the characteristics of justice based on
Pancasila are values in the form of principles of justice or principles based on the One Godhead.
Upholding justice based on justice from God, justice, and humanity as principles of justice that
upholds to create an atmosphere that supports justice for Indonesian citizens. Pancasila is used in the
formation of law or becomes the main milestone in forming laws and regulations that are in
accordance with the spirit of the Indonesian nation which humanizes just and civilized humans and is
socially just for all Indonesian people.
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I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945. Negara hukum juga merupakan negara yang menjujung tinggi hak asasi
manusia menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan permerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini berarti, semua tindakan aparat penegak hukum dalam
melaksanakan tugas dan kewenangan harus berdasarkan hukum yang berlaku dengan menempatkan
kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas kepentingan pribadi dan/atau
golongan, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduk di bawah supremasi
hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perasaan keadilan di dalam
masyarakat!. Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya
bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masya- rakat. Dianggap bahwa
beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, dan karena
itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh
kesempatan untuk berkembeng sesuai dengan bakat dan cita-citanya?.

Dalam masyarakat multikultural, dengan beragam suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama,
pembangunan hukum di Indonesia selalu menarik untuk dikaji dan diperdebatkan. Berbagai persoalan,
kepentingan, harapan, dan cita-cita selalu menyertai setiap jengkal pembangunan hukum nasional.
Karena pembangunan hukum nasional menjadi cara untuk membangun masyarakat secara umum, dan
membangun hukum secara khusus, sehingga pembangunan hukum nasional dibentuk dan ikut
membentuk tatanan masyarakat nasional. Karenanya, pembangunan hukum nasional selalu diiringi
kompleksitas dari berbagai sisi, sebab harus mempertimbangkan banyak hal, baik pada saat
pembentukan dan penentuan tujuan yang hendak dicapai, penegakan hukum maupun pelayanan
hukum?,

Il. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi
penelitian ini adalah deskritif dengan sumber data utama berupa data sekunder. Data sekunder berupa
sumber lain diinventarisir dan dipelajari, kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan obyek
permasalahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

I111.HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam perspektif hak asasi manusia
merupakan faktor penting yang bertujuan menjadikan hukum itu sendiri tidak sebagai masalah bagi
rakyat, melainkan hukum itu ada dengan tujuan menghantarkan masyarakat kepada kehidupan yang
adil, sejahtera dan bahagia.4 Terdapat Rumusan HAM dalam UUD 1945 dapat dibagi ke dalam
beberapa aspek yaitu aspek HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan, HAM berkaitan dengan
pendidikan, HAM berkaitan dengan keluarga, ilmu pengetahuan, dan teknologi, HAM berkaitan
dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, HAM berkaitan dengan pekerjaan,
kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat, HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan
dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, HAM berkaitan dengan informasi
dan komunikasi, HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial, HAM berkewajiban menghargai hak
orang dan pihak lain serta HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan.®
Pembangunan hukum yang berkeadilan secara umum adalah pembangunan hukum yang tidak semata-
mata hanya menerapkan peraturan perundang-undangan tetapi pembangunan hukum yang senantiasa
melibatkan dimensi perilaku manusia dan menjadikan rasa keadilan masyarakat sebagai tolak
ukurnya.b Pancasila sebagai sumber hukum menghendaki pembangunan hukum pada bagian
pembentukan hukum nasional harus dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila.’
Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era
modernisasi dan globalisasi saat inidapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum
selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh
nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab.®

Harmonisasi hukum (undang- undang) sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap
subjek maupun objek hukum yang diatur oleh suatu undang-undang, terlepas dari
peruntukan/ditujukan undang- undang tersebut dibuat, kedua kata ini menjadi sering didengar atau
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terdengar dikarenakan hukum ditujukan sepenuhnya untuk memberikan perlindungan karena tujuan
hukum yang terdiri dari kemanfaatan, keadilan maupun kepastian bertujuan untuk itu. Pentingnya
harmonisasi hukum tampak dan dipertegaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000.
Sinkronisasi vertikal dan horizontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku
bagi suatu bidang yang sama itu berkesesuaian.®

Harmonisasi hukum nasional bertumpu pada paradigma Pancasila dan UUD 1945 yang
melahirkan sistem ketatanegaraan dengan dua asas fundamental, asas demokrasi dan asas negara
hukum yang diidealkan mewujudkan sistem hukum nasional dengan tiga komponen, yaitu substansi
hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya dan budaya hukum.® Harmonisasi hukum adalah
upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan
kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian,
kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan
sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.**

Sebagai kerangka dan konsep dasar harmonisasi sistem hukum nasional dengan meletakkan
pola pikir, yakni bermula dari paradigma Pancasila bersama-sama dengan konsep negara hukum dan
prinsip pemerintahan konstitusional dalam UUD 1945. Kemudian memperhatikan rasa keadilan
masyarakat (social sence of justice) dan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di dalam
masyarakat.'?

IV.KESIMPULAN
Pembangunan hukum yang berkeadilan menerapkan hukum yang bertitik tolak pada keadilan
masyarakat. Seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan. Cara
terciptanya perlindungan hukum dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dasar hak- hak ideal
(Pancasila), dan konstitusi (1945) memberikan ruang hak asasi manusia dengan tidak membedakan
perbedaan agama, suku, ras, dan gender dalam memperoleh hak sebagai warga negara dalam bidang
politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya dan hukum.
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